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JL. RS. Fatmawati No. 33a,
FAISAL Cipete, Jakarta Selatan 12420

Inspektur Jenderal Kementerian Agama

Para Tamu Undangan yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat rahmatNya kita dapat melaksanakan kegiatan
Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2022 dalam keadaan
sehat.

Rakorwas ini mengusung tema “Transformasi Pengawasan
Inspektorat Jenderal Menjadi Organisasi yang Adaptif dan
Agile”,

Dalam berbagai kesempatan Bapak Menteri Agama

menyebutkan bahwa ian ini adalah ian
yang menyandang predikat agama sehingga tingkah laku
seluruh ASN Kementerian Agama harus sejalan dan sesuai
dengan norma, aturan, dan kode etik perilaku ASN, salah
satunya yaitu menghindari perbuatan tidak terpuji, seperti
tindak pidana korupsi.

Sebagai bentuk komitmen Kementerian Agama dalam upaya
pencegahan tindak pidana korupsi, pada kegiatan ini juga
kami agendakan penandatanganan MoU antara Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama yang
berisi tentang bentuk-bentuk pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang dapat diselenggarakan secara
bersama-sama antara kedua instansi. KPK dan Kementerian
Agama akan senantiasa berkolaborasi dalam melakukan
supervisi guna memastikan MoU benar-benar berjalan
sebagaimana mestinya. Dengan demikian diharapkan semua
ASN Kementerian Agama memiliki kesadaran kolektif untuk
berperan aktif dalam mewujudkan Kementerian Agama yang
bebas dari perilaku korupsi.

Semoga kegiatan ini menjadi upaya strategis mewujudkan
misi bersama untuk memantapkan tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) pada
Kementerian Agama. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha
Esa senantiasa memberi bimbingan, kekuatan perlindungan-

Nya kepada kita semua.

Salam,

FAISAL,
Inspektur Jenderal Kementerian Agama

INSPEKTORAT JENDERAL




INDONESIA RAYA

Cipt: Wage Rudolft Supratman

INDONESIA TANAH AIRKU,
TANAH TUMPAH DARAHKU,
DISANALAH AKU BERDIRI,
JADI PANDU IBUKU.
INDONESIA KEBANGSAANKU,
BANGSA DAN TANAH AIRKU,
MARILAH KITA BERSERU,
INDONESIA BERSATU.
HIDUPLAH TANAHKU, HIDUPLAH NEG'RIKU,
BANGSAKU, RAKYATKU,
SEMUANYA,
BANGUNLAH JIWANYA, BANGUNLAH BADANNYA,
UNTUK INDONESIA RAYA
INDONESIA RAYA, MERDEKA, MERDEKA,
TANAHKU, NEGRIKU YANG KUCINTA!
INDONESIA RAYA, MERDEKA, MERDEKA,
HIDUPLAHINDONESIA RAYA




MARS KEMENAG

Judul : KHIDMAH UNTUK UMAT
Karya: M. Ridwan Taiyeb
Arr. &Vocal : Nova DS, Didit dan Tim

Kementerian Agama
Republik Indonesia
Ikhlas Beramal jadi Semboyan
Layani Umat...
Membangun Bangsa

Berkhidmah untuk Umat
Dalam Keberagaman
Bersatupadu Bergerak dan Berkarya
Wujudkan....
Negeriyang Damai

Kementerian Agama
Republik Indonesia
Ikhlas Beramal jadi Semboyan
Layani Umat
Membangun Bangsa

Ikhlas Beramal jadi Semboyan
LayaniUmat....
Membangun Bangsa

Berkhidmah untuk Umat
Dalam Keberagaman
Bersatupadu Bergerak dan Berkarya
Wujudkan....

Negeri yang Damai

*)Berkhidmah untuk Umat
Membina, Membimbing dan Mendidik.
Wujudkan Masyarakat
Taat Beragama
Wujudkan Masyarakat
Sejahtera Lahir dan Batin

Berkhidmah untuk Umat
Membina, Membimbing dan Mendidik .
Mantapkan Kerukunan Umat
dan Antar Umat Beragama
Beramar Ma'ruf Nahi Munkar
Jalani... Kehidupan.

Khidmah untuk Umat
Untuk Perdamaian

Indones;a Jaya.
Khidmah untuk Umat
Untuk Perdamaian
Untuk....
Indonesia Jaya

Indonesia Jaya.....
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Hari/

No Tanagal Jam Uraian Kegiatan Keterangan
14.00 — 16.00 | Check in dan registrasi peserta Panitia
Sharing Session:
“Ti i Jenderal
16.00-17.30 Jenderal Menjadi Organisasi yang Kemenag
Adaftif dan Agile”
17.30 - 19.30 |Ishoma
19.30 - 20.00 |Persiapan Acara F
Acara
a. Pembukaan MC : Bella
Senin/ b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya |Dirigen : DBK
1 21-11-2022 C. Lagu Mars Kemenag |Dirigen : DBK
d. F Ayat Suci Al-Quran Qori : Juara 1 MTON
e. Laporan ktur Jenderal Jenderal
290-2200 [ Ketua KPK Ketua KPK
0. Penandatanganan MoU "
Pencegahan Korupsi Pada P
Kementerian Agama
h. Arahan Menteri Agama Menteri Agama
i. Penutup MC : Bella
- Direktur Urais
- Photo Session
06.00 - 08.00 |Sarapan
Materi Panel 1
“Transformasi Digital Layanan Sekretaris Jenderal
08.00-10.00 (Keagamaan” Kemenag
“Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil &
Pemeriksaan BPK Rl untuk (aidNor iaims seusngen
Peningkatan Layanan Kegamaan™ deogsske
10.00 - 10.30 | Kudapan
Materi Panel 2
“Transformasi Digital dalam Deputi Bidang PIP, Bidang
10.30 - 12.30 | Pengawasan Intern” Polhukam PMK BPKP RI
“Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | Deputi Bidang Pencegahan
2 22'5:'135230;2 Pada Kementerian Agama” dan Monitoring KPK RI
Eds 12.30 - 13.30 |Ishoma
Sidang Komisi
Komisi 1: hat Husus Menag
Penguatan Pengawasan pada PTKN  |” Kepala Biro HDI
Komisi 2 : - Staf Khusus Menag
Mitigasi Risiko Fraud dalam Layanan |- Irwil |
13.30 - 15
R =150 Publik - Karo Kepegawaian
. - Staf Khusus Menag
#"""s' 3: — ~ Irwil Ill, Sekretaris Itjen
9 & - Karo Perencanaan
Komisi 4 : - Inspekitur Investigasi
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan - Kepala Biro Ortala

INSPEKTORAT JENDERAL
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INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

No T;"aﬂr;ﬂ Jam Uraian Kegiatan Keterangan
15.30 - 16.00 |Kudapan
16.00 - 17.30 |Lanjutan Sidang Komisi
17.30 - 19.00 |/sho
19.00 - 21.00 |Sidang Pleno
21.00-22.00 |Rumusan Hasil Sidang Pleno
06.00 - 08.00 | Sarapan
08.00 - 09.00 Hasil Rakorwas
Acara Penutupan
a. MC : Bella
b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya |Dirigen : Itien
Rabu/ c. Menyanyikan Lagu Mars Kemenag |Dirigen : Itjen
8 23-11-2022 | 09.00-11.00 | 9. F Ayat Suci Al-Quran Qori : Zulfa Hanum
e. Laporan Inspektur Jenderal :?:,'::M Jonderal
% Afah:‘: Penutupan Wakil Menteri Wakil Menteri Agama RI
g. Penutup MC : Bella
-Doa Kakanwil Prov. Kalsel
11.00 - 13.30 | Check Out
~) Waktu Indonesia Baral

Panitia,

INSPEKTORAT JENDERAL
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INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Komisi |

PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN

RUANG BALLROOM BETAWI B LANTAI 5
PIMPINAN Plt. SEKRETARIS
KEPALA BIRO PERENCANAAN
KEPALA BIRO HUKUM DAN KLN
PESERTA REKTOR/KETUA PTKN

Komisi Il

MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN
PUBLIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

RUANG

BALLROOM BETAWI C LANTAI 5

PIMPINAN

INSPEKTUR WILAYAH I

KEPALA BIRO ORTALA

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

PESERTA

KAKANWIL KEMENAG

KEPALA BDK

KEPALA BLA

KEPALA UPT

KEPALA SPI PTKN

KABAG TU
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INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Komisi Il
TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN

RUANG : ASMAT LANTAI 8

PIMPINAN : INSPEKTUR WILAYAH II

INSPEKTUR WILAYAH III

KEPALA BIRO HDI

KEPALA BIRO UMUM

PESERTA : SEKRETARIS ESELON I PUSAT

AUDITOR

KABAG TU

SPI

Komisi IV
TLHP BPK, BPKP DAN ITJEN

RUANG ) GAYO LANTAI 8

PIMPINAN : INSPEKTUR INVESTIGASI

KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN

PESERTA : KABAG TU KANWIL (12)

SPI (13) //\

AUDITOR (25)

INSPEKTORAT JENDERAL
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PADA PTKN

DIBAHAS PADA SIDANG KOMISI
KEGIATAN RAKORWAS TAHUN 2022
Jakarta, 21 s.d. 23 November 2022
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INSPEKTORAT JENDERAL
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PENGUATAN PENGAWASAN
PADA PTKN

A. LATAR BELAKANG

endidikan Tinggi Keagamaan Negeri
P(PTKN) merupakan jenjang Pendi-

dikan Tinggi pengelolaannya berada
di bawah naungan Kementerian Agama ber-
tujuan mengembangkan potensi mahasiswa
untuk mengkaji ilmu agama yang berwawasan
integrasi ilmu, memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,
dan negara.

Misi utama PTKN adalah mencari, men-
emukan, menyebarluaskan, dan menjunjung
tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat
diwujudkan, maka perguruan tinggi sebagai
penyelenggara Pendidikan Tinggi harus be-
bas dari pengaruh, tekanan, dan kontamina-
si apapun seperti kekuatan politik dan/atau
kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Per-
guruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat dapat
dilaksanakan berdasarkan kebebasan akade-
mik dan otonomi keilmuan.

Penyelenggaraan PTKN juga harus relevan
dengan perubahan managerial di kalangan pe-
merintahan. Di era reformasi birokrasi, maka
yang digunakan adalah manajemen performa,
yaitu manajemen yang bertumpu pada perjan-
jian kinerja yang berisi penetapan sasaran ki-
nerja, indikator kinerja, pengukuran kinerja
dan pencapaian kinerja. Maka, PTKN pada
Kementerian Agama harus memiliki sumber
daya manusia yang memiliki kecakapan dan
ketangguhan pengelolaan teknis maupun non
teknis dalam rangka menguatkan pengawasan
perguruan tinggi.

Dengan jumlah PTKN sebanyak 73 lem-
baga dengan ciri khas dan karakteristik kea-
gamaan, memperkaya dan mewarnai dunia
Pendidikan di Indonesia. Pertama, jenis per-
guruan tinggi berdasarkan sistem pendidikan-
nya mulai dari universitas, institut, dan seko-
lah tinggi. Kedua, berdasarkan pengelolaan
keuangan terdiri atas perguruan tinggi BLU
dan non BLU.

Dengan beragamnya jenis PTKN yang
ada di Indonesia, pengelolaannya memerlu-
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kan strategi dalam upaya peningkatan mutu
dan akses pendidikan tinggi. Berdasarkan
pengawasan yang telah dilakukan baik oleh
BPK, BPKP, maupun Inspektorat Jenderal
serta masyarakat, masih ditemukan beberapa
kelemahan terkait tata kelola PTKN dalam
hal pengelolaan keuangan yang bersumber
dari PNBP, penyelenggaraan SPIP untuk
mewujudkan keandalan laporan keuangan
dan pengelolaan aset, serta peran Satuan Pen-
gawasan Internal (SPI) yang belum maksimal.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata
kelola PTKN yang berkualitas dan akuntabel,
Kementerian Agama menguatkan peran pen-
gawasan internal, melalui Inspektorat Jen-
deral dan Satuan Pengawasan Internal (SPI)
pada PTKN di seluruh Indonesia.

Peran pengawasan internal untuk menguat-
kan tata kelola perguruan tinggi oleh Inspek-
torat Jenderal dalam lingkup Kementerian,
dan SPI di lingkup satuan kerja, harus terjalin
dengan baik. Di lingkup Kemenag, peran SPI
telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Penga-
wasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keag-
amaan Negeri, yang saat ini sedang dilakukan
penyusunan Rancangan PMA nya untuk men-
gakomodir ketentuan SPI dalam Satuan Kerja
BLU dan hal-hal lain yang sudah tidak rele-
van, maupun yang belum diatur dan dikem-
bangkan dalam PMA 25 Tahun 2017.

SPI sebagai kepanjang tanganan Inspek-
torat Jenderal dan tangan kanan pimpinan
merupakan informan penting untuk menga-
wasi proses bisnis perguruan tinggi. SPI harus
didayagunakan dalam proses pendampingan
internal di satker agar proses bisnis berjalan
dengan baik. Tugas dan fungsi SPI seyogyan-
va sesuai dengan prinsip lini kedua dalam
Three Lines of Defense. Peran SPI dengan
aktivitas operasional sehari-hari memberi ke-
sempatan kepada SPI untuk melakukan pe-
nilaian secara berkala dan menyeluruh atas
aspek-aspek kegiatan/operasional satuan kerja
yang memiliki risiko tinggi. Keberadaan SPI
di perguruan tinggi bisa menjadi salah satu
faktor akselerasi pembangunan perguruan
tinggi.
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B. POKOK PERMASALAHAN

Dalam penyelenggaraan tata kelola yang
bersih dan akuntabel, tidak sedikit permasala-
han yang ditemukan berdasarkan hasil pen-
gawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP,
Inspektorat Jenderal dan masyarakat, dian-
taranya:

1. Tata Kelola PNBP

Perencanaan PNBP secara umum belum
dilakukan dengan baik. Revisi Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) tidak tepat waktu, tidak ada
penetapan potensi PNBP, sehingga penyusu-
nan target tidak berdasarkan potensi tetapi
didasarkan realisasi tahun terakhir ditambah
perkiraan lebih kurang 10%. Pungutan tanpa
dasar hukum atau pungutan liar (pungli), ter-
lambat atau tidak disetor ke kas negara, peng-
gunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola
di luar mekanisme APBN, serta penagihan
dan pengelolaan piutang PNBP yang kurang
optimal.

Banyak pemanfaatan aset yang belum dia-
jukan tarifnya ke KPKNL, sehingga optimal-
isasi PNBP menjadi terhambat.

Untuk menjawab sejumlah permasalahan
pada pendapatan negara tersebut, pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketidakpatuhan atau belum dipahaminya im-
plementasi terhadap peraturan ini juga men-
jadi kendala tersendiri dalam optimalisasi
penerimaan negara dari PNBP.

2. Penyelenggaraan SPIP

Penerapan manajemen berbasis risiko be-
lum memadai, karena belum memiliki SDM
yang cukup baik secara kualitas maupun
kuantitas, sehingga PTKN belum bisa men-
gidentifikasi dan menilai risiko yang dimiliki
oleh organisasi sesuai ketentuan yang ber-
laku. Hal ini juga tidak terlepas dari komit-
men pimpinan dalam menyelenggarakan
SPIP di lingkungan organisasinya. 5 unsur
SPIP yang terdiri atas: lingkungan pengenda-
lian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, dan pemantauan
pengendalian intern yang tertuang dalam PP
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah belum sepenuhnya dilaku-
kan yang seyogyanya bisa menjadi the first
line of defense.

Secara umum, catatan hasil penilaian ma-

turitas SPI pada PTKN, antara lain:

a.

Renstra PTKN belum selaras dengan
Renstra Kementerian Agama, masih
mengikuti periode Rektor

Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran
Strategis

Terdapat sasaran program unit kerja yang
kurang selaras dengan sasaran strategis
Kementerian pada program pendidikan
tinggi;

Terdapat indikator kinerja sasaran pro-
gram yang tidak sesuai dengan indikator
sasaran strategis pada sasaran strategis
pendidikan tinggi;

Terdapat indikator kinerja kegiatan yang
tidak ada kaitannya dengan sasaran pro-
gram.

Kebijakan manajemen risiko belum
diperbaharui, SIMPI belum dimanfaat-
kan, dan masih lemahnya pengetahuan
dan pemahaman tentang manajemen
risiko;

Keandalan Laporan Keuangan: terdapat
penyebab temuan yang berulang (belum
ditindaklanjuti dengan tuntas) terkait
dengan belum optimalnya tata kelola
pelaksanaan PNBP dengan di Didukung
Dasar Hukum yang mengikat.
Pengamanan Aset Negara: Pelaporan
keuangan Kementerian masih ditemukan
adanya permasalahan pengelolaan aset
tetap. Permasalahan tersebut antara lain
pengelolaan aset tetap serta aset lainnya
belum sepenuhnya tertib, terdapat Kon-
struksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang
diragukan keberlanjutannya, pengelo-
laan persediaan belum tertib, pengelo-
laan aset tetap yang baik harus dilakukan
secara optimal, agar tidak ada salah saji
yang material, yang dapat menyebabkan
menurunnya kualitas laporan keuangan.
Temuan ketidakpatuhan terhadap pe-
rundang-undangan masih  ditemukan
adanya permasalahan antara lain PNBP
Kemenag digunakan langsung tanpa
mekanisme APBN, Para Kepala Satker
BLU terkait tidak memedomani Pera-
turan Menteri Keuangan nomor 129 ta-
hun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Badan Layanan Umum, Kelebihan Pem-
bayaran Belanja Kegiatan Pemeliharaan.
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Penilaian mandiri maturitas SPIP Kemen-
terian Agama pada level 3 (terdefinisi) dengan
nilai 3,763 harus ditingkatkan ke level 4 den-
gan mengefektifkan definisi kinerja yang tel-
ah disusun, strategi pencapaian kinerja, dan
pelaksanaan pengendalian. Dari nilai yang
didapat tersebut, merupakan sumbangsih dari
24 PTKN yang dilakukan Penjaminan Kual-
itas.

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
(Dumas)

Penanganan pengaduan masyarakat (Du-
mas) dan Whistleblowing pada jenis satuan
kerja perguruan tinggi keagamaan negeri
(PTKN) yang diterima Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama tahun 2021 s.d 2022 se-
jumlah 145 dumas/wbs. Dumas pada Satuan
Kerja PTKN meningkat dari 15% pada tahun
2021 menjadi 21% pada tahun 2022 dari total
dumas/wbs di Kementerian Agama RI.

Dumas Tahun
2021 % 2022 %

ESELON| 35 10% 64 14%

PTKN 50 15% 9 2%

KANWIUKANKEMENAG | 250 75% 286 | 64%

335 445

L

Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun
2021 s.d 2022 terdapat jenis dugaan pelangga-
ran tertinggi pada pelanggaran kepegawaian
dengan persentase 31%, Tatalaksana/Regulasi
21% dan Umum 17%.

DUMAS PTKN
Jenis Pelanggaran Tahun Prosentase
2021 | 2022
Hukum dan Peradilan 4 5 6%

i 20 25 31%
Korupsi/Pungli 3 15 12%
Pelayanan Masyarakat 3 3 4%
Penyalahgunaan
Wewenang 3 7 7%
Tatalaksana/Regulasi 8 23 21%
Umum 7 17 17%
Barang Milik Negara 2 0 1%
Total 50 95

Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun
2021 telah ditindaklanjuti sebesar 94% dan
6% dumas masih dalam proses tindaklanjut.
Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun 2022
(data per 8 November 2022) terdapat 95 Du-
mas/wbs telah ditindaklanjuti sebesar 42%
dan 58% sedang dalam proses tindaklanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investi-
gasi Penanganan Dumas pada Satuan Kerja
PTKN tahun 2021 sebanyak 9 (82%) dumas
terbukti dan 2 (18%) dumas tidak terbukti. Ta-
hun 2022 (data per 8 November 2022) seban-
yak 3 (75%) dumas terbukti dan 1 (25%) dumas
tidak terbukti.
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